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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian iniyaitu untuk
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak
pidana perdagangan yang dapat dilakukan
penyidikan oleh penyidik menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan dan bagaimana penyidikan
terhadap tindak pidana perdagangan menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan yang dengan metode penelitian
hujkum normatif disimpulkan: 1. Bentuk-
bentuk tindak pidana perdagangan yang dapat
dilakukan penyidikan oleh penyidik, harus
memenubhi unsur-unsur  tindak pidana
sebagaimana diatur pada Pasal 104 sampai
dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Pemberlakuan sanksi pidana atas tindak pidana
perdagangan terdiri dari pidana penjara
dan/atau pidana denda sesuai dengan jenis
tindak pidana yang dilakukan. 2. Penyidikan
terhadap tindak pidana perdagangan menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan dilakukan oleh penyidik pejabat
polisi negara Republik Indonesia, pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Perdagangan diberi wewenang khusus
sebagai penyidik pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan sesuai dengan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Perdagangan yang berwenang
melakukan penyidikan atas tindak pidana di
bidang perdagangan selain penyidik pejabat
polisi negara Republik Indonesia, pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Perdagangan diberi wewenang khusus
sebagai  penyidik pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.’

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana
perdagangan vyang dapat dilakukan
penyidikan oleh penyidik menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan?

2. Bagaimana penyidikan terhadap tindak
pidana perdagangan menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan ?

C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum
merupakan metode yang digunakan.

normatif

PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan
Yang Dapat Dilakukan Penyidikan Oleh
Penyidik
Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan
yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik,
diatur pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 116
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 104
Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan
atau tidak melengkapi label berbahasa
Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di
dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

5 Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan.
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Pasal 6 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib
menggunakan atau melengkapi label berbahasa
Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di
dalam negeri.

Penjelasan Pasal 6 (1) Yang dimaksud
dengan “label berbahasa Indonesia” adalah
setiap keterangan mengenai Barang yang
berbentuk tulisan berbahasa Indonesia,
kombinasi gambar dan tulisan berbahasa
Indonesia, atau bentuk lain yang memuat
informasi tentang Barang dan keterangan
Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang
disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam,
ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak
pada Barang, dan/atau merupakan bagian
kemasan Barang.

Pasal 105 Pelaku Usaha Distribusi yang
menerapkan sistem skema piramida dalam
mendistribusikan Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 9 Pelaku Usaha Distribusi dilarang
menerapkan sistem skema piramida dalam
mendistribusikan Barang. Penjelasan Pasal 9
Yang dimaksud dengan “skema piramida”
adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan
dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan
usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan
mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau
pendapatan terutama dari biaya partisipasi
orang lain yang bergabung kemudian atau
setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Pasal 106 Pelaku Usaha yang melakukan
kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki
perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan
oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau
pidana denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 24 ayat (1) Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib
memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang
diberikan oleh Menteri. Ayat (2) Menteri dapat
melimpahkan atau mendelegasikan pemberian
perizinan kepada Pemerintah Daerah atau
instansi teknis tertentu. Penjelasan Pasal 24
Ayat (1) Perizinan di bidang Perdagangan
termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran,
pengakuan, dan persetujuan.

Izin; pernyataan mengabulkan (tiada
melarang dan  sebagainya) persetujuan
membolehkan. ® Perizinan wujud keputusan
pemerintah, maka perizinan adalah: “tindakan
hukum pemerintah berdasarkan kewenangan
publik yang membolehkan atau
memperkenankan  menurut  hukum  bagi
seseorang atau badan hukum untuk melakukan
sesuatu  kegiatan”. Instrumen  perizinan
diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan
wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan
melalui penerbitan keputusan tata usaha
negara.’

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan peraturan pemerintah. Dengan demikian
izin  pada prinsipnya memuat larangan,
persetujuan yang merupakan dasar
pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan
oleh undang-undang untuk menunjukkan
legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang
demokrasi.®

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan, Pasal 107 Pelaku Usaha
yang menyimpan Barang kebutuhan pokok
dan/atau Barang penting dalam jumlah dan
waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan
Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu
lintas Perdagangan Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Pasal 29 ayat (1) Pelaku Usaha dilarang
menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau
Barang penting dalam jumlah dan waktu
tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang,
gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas
Perdagangan Barang. Penjelasan Pasal 29 ayat
(1) Larangan ini  dimaksudkan  untuk
menghindari adanya penimbunan Barang yang
akan menyulitkan konsumen dalam
memperoleh  Barang  kebutuhan  pokok
dan/atau Barang penting.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, sebagaimana

6 Sudarsono, Op.Cit, hal. 189.

7 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal. 28-29.

8H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum
Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik,
Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010, hal. 92.
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dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1: "Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan”.®

Perlindungan konsumen merupakan bagian
tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.
Dalam kengiatan bisnis yang sehat terdapat
keseimbangan perlindungan hukum antara
konsumen dengan prosuden. Tidak ada
perlindungan yang seimbang menyebabkan
konsumen berada pada posisi yang lemah.
Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh
produsen merupakan jenis produk yang
terbatas, produsen dapat menyalahgunakan
posisinya yang monopolitis tersebut. Hal itu
tentu saja akan merugikan konsumen. 1°

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini
mendapat cukup perhatian karena menyangkut
aturan-aturan guna mensejahterahkan
masyarakat, bukan saja masyarakat selaku
konsumen saja yang mendapat perlindungan,
namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang
sama untuk mendapat perlindungan, masing-
masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah
berperan mengatur, mengawasi dan
mengontrol, sehingga tercipta sistem vyang
kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain
dengan demikian tujuan mensejahterahkan
masyarakat secara luas dapat tercapai.'!

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 108
Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data
dan/atau informasi mengenai persediaan
Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang
penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

Pasal 30 ayat (2) Pelaku Usaha dilarang
melakukan manipulasi data dan/atau informasi
mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok
dan/atau Barang penting.

9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

10Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen di Indonesia, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1

11 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan
Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
hal. 1.
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Pasal 109 Produsen atau Importir yang
memperdagangkan Barang terkait dengan
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal
32 ayat (1) Produsen atau Importir yang
memperdagangkan Barang yang terkait dengan
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
lingkungan hidup wajib: (a) mendaftarkan
Barang yang diperdagangkan kepada Menteri;
dan (b) mencantumkan nomor tanda
pendaftaran pada Barang dan/atau
kemasannya.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Huruf (a)
Pendaftaran Barang hanya dilakukan untuk
produk selain makanan, minuman, obat,
kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga
(PKRT), alat kesehatan, dan Barang kena cukai
karena pendaftaran Barang tersebut telah
diatur  berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain. Huruf (b) Barang
yang beredar di pasar dalam negeri dengan
tidak mencantumkan tanda pendaftaran ditarik
dari Distribusi karena Barang tersebut
merupakan Barang ilegal.

Pasal 110 Setiap Pelaku Usaha yang
memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang
ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang
dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal Pasal 36 Setiap Pelaku Usaha dilarang
memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang
ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang
dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 111 Setiap Importir yang mengimpor
Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 47 (1) Setiap Importir wajib
mengimpor Barang dalam keadaan baru.

Pasal 112 ayat (1) Eksportir yang
mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai
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Barang vyang dilarang untuk diekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima  miliar
rupiah). (2) Importir yang mengimpor Barang
yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang
untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 51 ayat (1) Eksportir dilarang
mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai
Barang yang dilarang untuk diekspor. Ayat (2)
Importir dilarang mengimpor Barang vyang
ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk
diimpor. Ayat (3) Barang vyang dilarang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 113 Pelaku Usaha yang
memperdagangkan Barang di dalam negeri
yang tidak memenuhi SNI vyang telah
diberlakukan secara wajib atau persyaratan
teknis yang telah diberlakukan secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima  miliar
rupiah).

Pasal 57 ayat (2) Pelaku Usaha dilarang
memperdagangkan Barang di dalam negeri
yang tidak memenuhi SNI vyang telah
diberlakukan secara wajib atau persyaratan
teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pasal 114 Penyedia Jasa yang
memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang
tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau
kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima  miliar
rupiah).

Pasal 60 ayat ayat (1) Penyedia Jasa dilarang
memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang
tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau
kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.
Pasal 1 angka 10. Standar Nasional Indonesia
yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar
yang ditetapkan oleh lembaga vyang

menyelenggarakan pengembangan dan
pembinaan di bidang Standardisasi.

Pasal 115 Setiap Pelaku Usaha vyang
memperdagangkan Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan sistem elektronik yang
tidak sesuai dengan data dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah).

Pasal 65 ayat (1) Setiap Pelaku Usaha yang
memperdagangkan Barang dan/atau Jasa
dengan menggunakan sistem elektronik wajib
menyediakan data dan/atau informasi secara
lengkap dan benar. Ayat (2) Setiap Pelaku
Usaha dilarang memperdagangkan Barang
dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik yang tidak sesuai dengan data
dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media,
dan komunikasi telah mengubah baik perilaku
masyarakat maupun peradaban manusia secara
global. Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi telah pula menyebabkan hubungan
dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan
menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan
budaya secara signifikan berlangsung demikian
cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi
pedang bermata dua karena selain memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,
kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus
menjadi sarana efektif perbuatan melawan
hukum.*?

Pasal 116 Setiap Pelaku Usaha yang
menyelenggarakan pameran dagang dengan
mengikutsertakan peserta dan/atau produk
yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang
tidak mendapatkan izin dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Pasal 77 ayat (2) Setiap Pelaku Usaha yang
menyelenggarakan pameran dagang dengan
mengikutsertakan peserta dan/atau produk

12 penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. I. Umum.
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yang dipromosikan berasal dari luar negeri
wajib mendapatkan izin dari Menteri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka
6: Promosi adalah kegiatan pengenalan atau
penyebarluasan informasi suatu barang
dan/atau jasa untuk menarik minat beli
konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang
akan dan sedang diperdagangkan.

B. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana

Perdagangan

Kegiatan Perdagangan merupakan
penggerak utama pembangunan perekonomian
nasional yang memberikan daya dukung dalam
meningkatkan produksi, menciptakan lapangan
pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa,
memeratakan pendapatan, serta memperkuat
daya saing produk dalam negeri demi
kepentingan nasional.’®

Perdagangan nasional Indonesia sebagai
penggerak utama perekonomian tidak hanya
terbatas pada aktivitas perekonomian yang
berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau
Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di
dalam negeri maupun melampaui batas wilayah
negara, tetapi aktivitas perekonomian yang
harus dilaksanakan dengan mengutamakan
kepentingan nasional Indonesia yang
diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di
bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita
pembentukan  negara  Indonesia, vyaitu
masyarakat adil dan makmur sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.%

Pengawasan dam penyidikan terhadap
tindak pidana perdagangan menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan telah materi pokok sesuai dengan
lingkup pengaturan yang perdagangan di
Indonesia.  Pentingnya pengawasan dan
penyidikan sebagai upaya hukum untuk
mencegah terjadinya jenis-jenis tindak pidana
perdagangan yang dilakukan pelaku usaha di
Indonesia.

Apabila tindak pidana diduga telah terjadi,
maka mekanisme peradilan pidana sesuai
tahapannya vyaitu penyelidikan, penyidikan,

13 penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, | Umum.
14 penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, | Umum.
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penuntutan dan pemeriksaan di  muka
pengadilan harus diupayakan untuk
memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan dan hukum acara pidana
yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari
hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi
dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan
hukum pidana formal. Hukum pidana materiil
mengatur penentuan tindak pidana, pelaku
tindak pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia,
hukum pidana materiil diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum
pidana formal mengatur pelaksanaan hukum
pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan
hukum pidana formal telah disahkan dengan
UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).%

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengertian
penyidikan, sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 1 angka 2: “Penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya”.!®

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, maka dapat dipahami
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang
perdagangan merupakan rangkaian tindakan
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana perdagangan vyang
terjadi untuk menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh  undang-undang untuk  melakukan
penyidikan. Pasal 1 angka 3: Penyidik pembantu
adalah pejabat kepolisian negara Republik
Indonesia yang karena diberi wewenang
tertentu dapat melakukan tugas penyidikan

15> Wawan Muhwan Hariri, Pengantar lImu Hukum, Cet. .
Pustaka Setia. Bandung. 2012, hal. 221.

16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
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yang diatur dalam undang-undang ini,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Tentang Perdagangan, Pasal 103 ayat:

(1) Selain penyidik pejabat polisi negara
Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan instansi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Perdagangan diberi wewenang
khusus sebagai penyidik pegawai negeri
sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
untuk melakukan penyidikan sesuai dengan
Undang-Undang ini.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai
wewenang:

a. menerima laporan atau pengaduan
mengenai terjadinya suatu perbuatan
yang diduga merupakan tindak pidana di
bidang Perdagangan;

b. memeriksa kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan dugaan
tindak pidana di bidang Perdagangan;

c. memanggil orang, badan usaha, atau
badan hukum untuk dimintai keterangan
dan alat bukti sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Perdagangan;

d. memanggil orang, badan usaha, atau
badan hukum untuk didengar dan
diperiksa sebagai saksi atau sebagai
tersangka berkenaan dengan dugaan
terjadinya dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan;

e. memeriksa pembukuan, catatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan dugaan
tindak pidana di bidang Perdagangan;

f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan yang terkait dengan dugaan
tindak pidana di bidang Perdagangan;

g. melakukan pemeriksaan dan
penggeledahan tempat kejadian perkara
dan tempat tertentu vyang diduga
terdapat alat bukti serta melakukan
penyitaan dan/atau penyegelan
terhadap Barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara
dugaan tindak pidana di bidang
Perdagangan;

h. memberikan tanda pengaman dan
mengamankan Barang bukti sehubungan
dengan dugaan tindak pidana di bidang
Perdagangan;

i. memotret dan/atau merekam melalui
media audiovisual terhadap orang,
Barang, sarana pengangkut, atau objek
lain yang dapat dijadikan bukti adanya
dugaan tindak pidana di bidang
Perdagangan;

j. mendatangkan dan meminta bantuan
atau keterangan ahli dalam rangka
melaksanakan tugas penyidikan dugaan
tindak pidana di bidang Perdagangan;

dan

k. menghentikan penyidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut
kepabeanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan, penyidik
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang kepabeanan
berwenang melakukan penyelidikan dan
penyidikan di  bidang  Perdagangan
berkoordinasi dengan penyidik pegawai
negeri sipil yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

(4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
berkas perkara hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penyidik
polisi negara Republik Indonesia sesuai
dengan Undang-Undang tentang Hukum
Acara Pidana.

(5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di
bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan
oleh unit khusus yang dapat dibentuk di
instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

(6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak
pidana di bidang Perdagangan ditetapkan
oleh Menteri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan, Pasal 103 ayat (1)
penyidik yang melakukan penyidikan tindak
pidana perdagangan memenuhi unsur-unsur
yaitu:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan instansi  Pemerintah  dan
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Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang Perdagangan;

3. Diberi wewenang khusus sebagai penyidik
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana untuk melakukan penyidikan.

Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan
Penyidik, diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Pasal 2 ayat:

(1) Penyidik adalah : a. Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia tertentu yang sekurang-
kurangnya berpangkat Pembantu Letnan
Dua Polisi; b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang sekurang-kurangnya
berpangkat Pengatur Muda Tk.| (Golongan
11/b) atau yang disamakan dengan itu;

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak
ada  pejabat penyidik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka
Komandan Sektor  Kepolisian  yang
berpangkat bintara di bawah Pembantu
Letnan Dua Polisi, karena jabatanya adalah
penyidik.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala
Kepolisian Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(4) Wewenang  penunjukan  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan
kepada pejabat Kepolisian  Republik
Indonesia  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas
usul dari Departemen yang membawahkan
pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum
melaksanakan  pengangkatan  terlebih
dahulu mendengar pertimbangan Jaksa
Agung dan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia.

(6) Wewenang pengangkatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan
kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
Pasal 3 ayat:

(1) Penyidik pembantu adalah :

(a) Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia tertentu yang sekurang-
kurangnya berpangkat Sersan Dua
Polisi;
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(b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dalam lingkungan Kepolisian Negara
Republik  Indonesiaang  sekurang-
kurangnya berpangkat Pengatur Muda
Tk.l (Golongan II/b) atau vyang
disamakan dengan itu;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh
Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas
usulan komandan atau pimpinan kesatuan
masing-masing.

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan
kepada pejabat Kepala Kepolisian Republik
Indonesia  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Penyidik yang melakukan penyidikan tindak

pidana perdagangan berupaya untuk mencari
dan menemukan alat bukti dan barang bukti
berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak
pidana. Oleh karena itu alat bukti hari
ditemukan dengan cermat dan teliti untuk
menentukan telah terjadinya tindak pidana
dan dapat menentukan tersangkanya.

Rumusan pengertian mengenai alat bukti
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal
184 ayat:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

C. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak

perlu dibuktikan.

Alat bukti ialah: “apa saja yang menurut
undang-undang dapat dipakai untuk
membuktikan sesuatu, maksudnya segala
sesuatu yang menurut undang-undang dapat
dipakai membuktikan benar atau tidaknya
suatu tuduhan/gugatan”.!’ Alat bukti yang sah,
(wettwlijk bewijsmiddel) (KUHAP: 184) ialah:
“alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan
terdiri atas (1) keterangan saksi; (2) keterangan
ahli; (3) surat; (4) petunjuk, dan (5) keterangan
terdakwa.'®

Penyidikan tindak pidana perdagangan
untuk mencari dan mengumpulkan bukti telah

17 Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta,
2009, hal. 28.
18 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit, hal. 8.
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adanya rangkaian perbuatan yang

menyebabkan terjadinya peristiwa pidana.

Peristiwa pidana harus dibuktikan dengan

melihat telah terpenuhinya unsur-unsur pidana

sebagaiman diatur dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Peristiwa pidana yang juga disebut tindak

pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau
rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan
hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat
dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau
memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-
unsur itu terdiri dari:

1. Objektif
Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang
bertentangan dengan hukum dan
mengindahkan akibat yang oleh hukum
dilarang dengan ancaman hukum. Yang
dijadikan titik utama dari pengertian
objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif
Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat
tidak dikehendaki oleh undang-undang.
Sifat unsur ini mengutamakan adanya
pelaku (seorang atau beberapa orang).’®
Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka

suatu perbuatan yang dilaksanakan olehs

seseorang harus memenuhi persyaratan supaya
dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai

suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya,
memang benar-benar ada suatu kegiatan
yang dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang. Kegiatan itu terlihat
sebagai suatu perbuatan tertentu yang
dapat dipahami oleh orang lain sebagai
sesuatu yang merupakan peristiwa.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa
yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa
hukum memenuhi isi ketentuan hukum
yang berlaku pada saat itu. Pelakunya
memang benar-benar telah berbuat seperti
yang terjadi. Pelaku wajib
mempertanggungjawabkan akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan
dengan syarat ini, hendaknya dapat
dibedakan bahwa ada suatu perbuatan
yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat

BAbdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi 2. PT.
Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 175.

disebabkan dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang lain yang mengganggu
keselamatannya dan dalam keadaan
darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya
bahwa perbuatan yang dilakukan olehs
seseorang atau beberapa orang itu dapat
dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang
disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya,
suatu perbuatan yang berlawanan dengan
hukum dimaksudkan kalalu tindakannya
nyata-nyata bertentangan dengan aturan
hukum;

5. Harus tersedia ancaman hukumannya.
Maksudnya kalau ada ketentuan vyang
mengatur tentang larangan atau keharusan
dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan
ini memuat sanksi ancaman hukumannya.
Ancaman hukuman itu dinyatakan secara
tegas berupa maksimal hukumannya yang
harus dilaksanakan oleh para pelakunya.
Kalau di dalam suatu ketentuan tidak
dimuat ancaman hukuman terhadap suatu
perbuatan tertentu, dalam peristiwa
pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan
hukuman tertentu.®
Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan

sejajar dengan pengertian opsporing (belanda)

dan investigation (Inggris) atau penyiasatan
atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi
penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian
tidakan penyidikan dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti  yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tidak
pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.”Dalam bahasa Belanda ini sama
dengan opsporing. Menurut Depinto, menyidik

(opsporing) berarti memeriksaan permulaan

oleh penjabat-penjabat yang untuk itu ditunjuk

oleh undang-undang segera setelah mereka
dengan jalan apa pun mendengar kabar yang
sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuai
pelanggaran hukum.”#

Pengetahuan dan pengertian penyidikan
perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena
hal itu langsung menyinggung dan membatasi

20/pjd, hal. 175-176.
21Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan
Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011, hal. 128-129
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hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum

acara pindana yang menyangkut penyidikan

adalah sebagai berikut:

1. Kentetuan tentang alat-alat penyidik;

Ketentuan dengan diketahui terjadi delik;

Pemeriksaan di tempat kejadian;

Pemanggilan tersanggka atau terdakwa;

Penahanan sementera;

Penggeledahan;

Pemeriksaan atau interogasi;

Berita acara (penggeledahan interogasi,

dan pemeriksaan di tempat);

9. Penyitaan;

10. Penyampingan perkara;

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut
umum dan pengembaliannya kepada
penyidik untuk disempurnakan.?

Secara singkat tugas penyidik adalah
melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan
merupakan tindak lanjut penyelidikan yang
sedikit banyak telah menemukan konstruksi
peristiwa pidana yang terjadi. Jadi keberhasilan
penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan.
Tindakan  penyelidikan ~ memang  harus
mengarah kepada kepentingan penyidikan.
Untuk itu undang-undang mengaskan bahwa
dalam  pelaksanaan tugas penyelidikan,
penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi
petunjuk oleh penyidik (vide Pasal 105
KUHAP).2

Kegiatan penyidikan harus mengarah pada
penuntutan. Keberhasilan penuntutan selain
ditentukan oleh profesionalitas Penuntut
Umum juga dipengaruhi oleh kesempurnaan
hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan
menempati posisi yang tidak dapat diabaikan
seperti dinyatakan ahli hukum, (Dr. Andi
Hamzah, S.H., 1985: 76) sebagai berikut:
“pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat
dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan
dan kewenangan (power and authority) polisi
sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat
sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia
polisi memonopoli penyidikan hukum pidana
umum (KUHP) berbeda dengan negeri lain. Lagi
pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat
majemuk yang mempunyai adat istiadat yang
berbeda. Pernyataan di atas tidak salah, tetapi
bukankah urgensi masing-masing penegak

O N g k~wN

22|pid, hal. 128-129.
23 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Edisi 1. Cet.
3. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 44.
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hukum adalah sama, baik sebagai Penyidik,
Penuntut Umum, Hakim, Penasihat Hukum dan
bahkan petugas lembaga pemasyarakatan.?
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 2 menyatakan: Fungsi kepolisian adalah
salah satu fungsi pemerintahan negara di
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.?® Pasal 3 menyatakan pada ayat:
(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh :
a. Kepolisian khusus;
b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c,
melaksanakan fungsi kepolisian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana
perdagangan yang dapat dilakukan
penyidikan  oleh  penyidik,  harus
memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana diatur pada Pasal 104
sampai dengan Pasal 116 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan. Pemberlakuan  sanksi
pidana atas tindak pidana perdagangan
terdiri dari pidana penjara dan/atau
pidana denda sesuai dengan jenis tindak
pidana yang dilakukan.

2. Penyidikan terhadap tindak pidana
perdagangan menurut Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan dilakukan oleh penyidik
pejabat polisi negara Republik Indonesia,
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang
Perdagangan diberi wewenang khusus

24 |bid, hal. 44,45.

25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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sebagai penyidik pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
untuk melakukan penyidikan sesuai
dengan Undang-Undang Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan.

B. Saran

1. Penyidik dalam mencari serta
mengumpulkan  bukti yang dapat
mengungkapkan bentuk-bentuk tindak
pidana perdagangan yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya,
diperlukan ketelitian dan kecermatan
penyidik. Oleh karena itu sangatlah
diperlukan bantuan atau keterangan ahli
dalam rangka melaksanakan tugas
penyidikan dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan.

2. Penyidikan terhadap tindak pidana
perdagangan menurut Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan memerlukan dukungan
kerjasama dan koordinasi. Oleh karena
itu diperlukan peningkatan peran unit
khusus vyang dibentuk di instansi
Pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang
Perdagangan untuk melakukan
pemeriksaan alat bukti yang diperoleh
mengenai terjadinya tindak pidana
perdagangan kepada pihak penyidik
dengan menggunakan pedoman
pelaksanaan penanganan tindak pidana
di bidang Perdagangan yang ditetapkan
oleh Menteri.
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